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Abstrak: Investasi dan koperasi merupakan dua instrumen penting dalam pembangunan ekonomi nasional di Indonesia.
Namun dalam praktiknya, terdapat berbagai persoalan terkait pengaturan hukum dan pelaksanaan investasi melalui
koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai investasi dan koperasi dalam sistem
hukum Indonesia serta mengkaji peran koperasi dalam mendukung kegiatan investasi berdasarkan ketentuan hukum
yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-
undangan, buku-buku, dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait investasi dan koperasi
di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun masih terdapat disharmonisasi dan
kendala dalam implementasinya. Selain itu, koperasi memiliki peran penting sebagai wadah penghimpun dan pengelola
modal masyarakat, namun belum dimanfaatkan secara optimal dalam kegiatan investasi.
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Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses jangka panjang yang
mencerminkan peningkatan kapasitas produksi suatu negara serta berimplikasi pada
peningkatan standar hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi tidak
hanya dilihat sebagai peningkatan angka statistik semata, tetapi juga sebagai indikator
keberhasilan pembangunan ekonomi secara menyeluruh. Istilah pertumbuhan ekonomi
digunakan untuk menggambarkan adanya kemajuan atau perkembangan ekonomi dalam
suatu negara yang berlangsung secara berkesinambungan (Murni, 2016). Pertumbuhan
ekonomi juga dimaknai sebagai proses peningkatan hasil per individu dalam jangka
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panjang yang disertai dengan perubahan dalam struktur ekonomi (Todaro & Smith, 2011).
Oleh karena itu, beragam instrumen ekonomi seperti investasi dan koperasi, mempunyai
peran vital dalam mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi ini.

Investasi adalah salah satu faktor kunci dalam memacu pertumbuhan ekonomi
karena melalui investasi, terjadi peningkatan aktivitas produksi, penciptaan peluang kerja,
dan distribusi pendapatan. Dalam berinvestasi, umumnya investor akan melakukan studi
kelayakan terhadap potensi usaha yang akan dijalankan. Penelitian ini meliputi tidak hanya
elemen ekonomi dan bisnis, tetapi juga elemen hukum, terutama yang berhubungan
dengan regulasi yang mengatur aktivitas investasi. Hal ini krusial untuk menjamin bahwa
aktivitas investasi yang dilakukan memiliki landasan hukum yang tegas serta memberikan
kepastian dan perlindungan bagi para investor.

Meskipun demikian, dalam kenyataannya, perlindungan hukum untuk investor
masih menjadi salah satu isu yang sangat penting. Kerugian yang dialami investor tidak
selalu berasal dari kesalahan dalam manajemen usaha, tetapi juga dapat diakibatkan oleh
rendahnya perlindungan hukum terhadap investasi yang dilakukan serta terhadap hasil
produksi yang diperoleh. Keadaan ini jelas dapat mengurangi kepercayaan investor
terhadap suasana investasi di sebuah negara. Salah satu permasalahan yang dihadapi
investor adalah ketika kerugian yang dialami bukan disebabkan oleh kesalahan manajerial,
melainkan karena tidak adanya perlindungan hukum yang memadai terhadap investasi
tersebut (Sembiring, 2010).

Dalam kaitannya dengan koperasi, sebagai badan usaha yang berlandaskan asas
kekeluargaan, koperasi memiliki potensi strategis dalam mendukung kegiatan investasi,
khususnya dalam menghimpun dan mengelola modal dari masyarakat. Koperasi dapat
menjadi sarana alternatif bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi
secara kolektif, sekaligus menjadi instrumen pemerataan ekonomi. Namun, peran koperasi
dalam kegiatan investasi masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek regulasi
maupun implementasi di lapangan.

Oleh karena itu diperlukan adanya penguatan pengaturan hukum yang mampu
memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi investor, sekaligus mendorong
optimalisasi peran koperasi dalam kegiatan investasi. Dengan adanya regulasi yang jelas,
harmonis, dan implementatif, diharapkan investasi dapat berkembang secara optimal dan
berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Perumusan masalah dalam penelitian ini menitikberatkan pada
dua aspek utama yang saling terkait. Pertama, bagaimana regulasi hukum terkait investasi
dan koperasi dalam sistem hukum Indonesia dapat mendorong perkembangan ekonomi
nasional. Kedua, apa fungsi koperasi dalam aktivitas investasi dan berbagai hambatan
hukum yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Indonesia. Kedua isu ini penting untuk
diteliti agar dapat memahami sejauh mana regulasi yang berlaku dapat memberikan
kepastian hukum sekaligus mendorong peran koperasi dalam kegiatan investasi sebagai
salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional.
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Metodologi

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis
norma-norma hukum yang diterapkan dalam sistem hukum Indonesia, terutama yang
berkaitan dengan investasi dan koperasi. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini
adalah metode perundang-undangan. Pendekatan dilakukan dengan meneliti doktrin,
prinsip-prinsip hukum, serta konsep-konsep yang ada dalam literatur hukum. Tipe dan
sumber bahan hukum yang dipakai dalam studi ini mencakup bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi undang-
undang yang berkaitan dengan subjek penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku
hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan investasi dan
koperasi. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia yang membantu
memahami istilah-istilah hukum. Metode pengumpulan bahan hukum dilaksanakan
melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis
berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan hukum mengenai investasi dan koperasi dalam sistem hukum Indonesia
dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional

Aturan hukum tentang investasi dan koperasi dalam sistem hukum Indonesia
memainkan peran vital dalam mendukung perkembangan ekonomi nasional. Hal ini
disebabkan karena investasi menjadi salah satu alat utama dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi, sementara koperasi berperan sebagai sarana ekonomi masyarakat yang
berdasarkan prinsip kekeluargaan. Normatifnya, kedua sektor tersebut telah diatur dalam
sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum pelaksanaannya
di Indonesia. Peran investasi dalam pertumbuhan ekonomi sangat terkait dengan
peningkatan kemampuan produksi nasional (Sukirno: 2015).

Dalam bidang investasi, regulasi utama terdapat pada Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengatur tentang aktivitas penanaman modal
baik domestik maupun asing. Undang-undang ini dirancang untuk menciptakan
lingkungan investasi yang mendukung dalam rangka mempercepat perkembangan
ekonomi nasional serta meningkatkan taraf hidup Masyarakat (Junaidi, 2018). Regulasi
investasi ditujukan untuk menghasilkan kepastian hukum dan menarik perhatian para
investor (Nasution, 2017). Selain itu, peraturan ini juga menawarkan kepastian hukum,
perlindungan, dan kemudahan bagi para pelaku usaha. Kepastian hukum merupakan
elemen penting dalam membangun suasana investasi yang baik (Ali, 2012). Sejalan dengan
perkembangan, reformasi hukum terkait investasi juga dilakukan melalui UU Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk mempermudah regulasi dan
meningkatkan kemudahan dalam berusaha. Reformasi peraturan adalah usaha untuk
meningkatkan daya saing ekonomi nasional (Atmasasmita: 2010).

Walaupun begitu, kenyataannya masih ada berbagai tantangan dalam pelaksanaan
hukum investasi. Salah satu isu yang kerap timbul adalah ketidakpastian hukum, birokrasi
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yang rumit, dan ketidakselarasan antar peraturan perundang-undangan. Ketidaksesuaian
regulasi dapat menghalangi efektivitas penegakan hukum (Mahfud MD, 2011). Keadaan ini
dapat menghalangi masuknya investasi dan mengurangi daya tarik Indonesia sebagai
lokasi investasi. Iklim investasi dipengaruhi secara signifikan oleh kestabilan hukum dan
kebijakan pemerintah (Todaro, 2000). Sehingga diperlukan sinergi regulasi dan
peningkatan kepastian hukum supaya investasi dapat tumbuh secara maksimal.

Sebaliknya, koperasi sebagai entitas usaha diatur dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Undang-undang ini menyatakan
bahwa koperasi adalah entitas usaha yang terdiri dari individu atau badan hukum koperasi
yang menjalankan aktivitasnya berdasar pada prinsip koperasi dan asas kekeluargaan.
Koperasi adalah pilar utama ekonomi nasional yang berlandaskan pada prinsip demokrasi
ekonomi (Hatta, 1954). Pengaturan ini mengindikasikan bahwa koperasi memiliki fungsi
strategis dalam sistem ekonomi nasional sebagai penggerak ekonomi rakyat. Tetapi regulasi
tentang koperasi jgua mengalami berbagai isu, terutama yang berkaitan dengan aspek
modal dan manajemen usaha. Dalam praktiknya, terdapat ketidakjelasan pada pengaturan
sumber permodalan dan pengelolaan dana koperasi yang dapat menghalangi
perkembangan koperasi itu sendiri. Pokok permasalahan koperasi terletak pada
manajemen yang lemah dan kurangnya modal (Sitio & Tamba, 2001). Hal ini
mengindikasikan bahwa meskipun secara normatif koperasi telah diatur, pelaksanaannya
masih belum maksimal, Koperasi juga berperan dalam pembangunan ekonomi untuk
meningkatkan kesejahteraan anggota serta masyarakat (Ropke, 2003).

Hubungan antara investasi dan koperasi sangat krusial dalam konteks pertumbuhan
ekonomi suatu negara. Koperasi dapat berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan modal
masyarakat yang selanjutnya bisa ditempatkan di berbagai sektor yang produktif.
Pengumpulan modal lewat institusi ekonomi masyarakat dapat memperbaiki inklusi
keuangan (Arifin, 2005). Dengan begitu, koperasi berperan tidak hanya sebagai organisasi
ekonomi sosial, tetapi juga sebagai alat investasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan
bagi anggota dan masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, ketentuan mengenai
investasi yang dilakukan oleh koperasi masih belum cukup memadai atau Kekosongan
dalam hukum yang bisa menyebabkan ketidakpastian dan kemungkinan terjadinya
penyalahgunaan (Kelsen, 2006). Beberapa studi mengindikasikan bahwa peraturan yang
ada belum secara jelas mengatur cara investasi oleh koperasi, sehingga menciptakan celah
hukum yang berisiko disalahgunakan. Ketentuan hukum yang ambigu atau tidak jelas
dapat menciptakan peluang bagi praktik ekonomi yang merugikan (Posner, 1998). Hal ini
dapat menyebabkan munculnya praktik investasi yang tidak baik, seperti penetapan bunga
tinggi yang daapat merugikan anggota koperasi.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa regulasi hukum terkait investasi dan
koperasi di Indonesia telah memiliki fondasi hukum yang cukup kokoh melalui berbagai
undang-undang. Harmonisasi peraturan dibutuhkan untuk menghasilkan sistem hukum
yang efisien dan terpadu (Asshiddigie, 2006). Tetapi masih ada sejumlah halangan dalam
pelaksanaannya, seperti ketidakharmonisan peraturan, keraguan hukum, serta pengaturan
investasi di koperasi yang belum maksimal. Maka dari itu, diperlukan pembaruan dan
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harmonisasi aturan yang lebih menyeluruh, terutama dalam menggabungkan peran
koperasi dalam sistem investasi nasional. Dengan aturan yang lebih tegas dan dapat
diterapkan, diharapkan koperasi bisa berfungsi lebih efektif dalam mendukung aktivitas
investasi serta berkontribusi pada perkembangan ekonomi nasional.

2. Peran Koperasi Dalam Kegiatan Investasi Serta Kendala Hukum Yang Dihadapi Di
Indonesia

Koperasi memainkan peran penting dalam kegiatan investasi di Indonesia, terutama
dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berorientasi pada Masyarakat, serta
berfungsi untuk mendorong partisipasi ekonomi masyarakat secara bersama-sama
(Anoraga, 2007). Sebagai lembaga yang mengusung prinsip kekeluargaan, koperasi
berperan sebagai wadah untuk mengumpulkan dan mengelola modal dari masyarakat.
Melalui sistem ini, koperasi memberi kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam
kegiatan investasi bersama, sehingga tidak hanya fokus pada laba, tetapi juga pada
peningkatan kesejahteraan anggota (Melia).

Dalam pelaksanaannya, koperasi, terutama koperasi simpan pinjam, berfungsi
sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menawarkan akses modal bagi pelaku usaha,
terutama UMKM. Koperasi simpan pinjam memiliki fungsi strategis dalam memperluas
akses pembiayaan bagi usaha kecil (Firdaus, 2004). Kemudahan dalam mengakses
pembiayaan yang ditawarkan oleh koperasi menjadikannya sebagai salah satu alat utama
dalam mendorong aktivitas investasi di sektor riil. Peran institusi keuangan mikro sangat
krusial dalam mendorong perkembangan investasi sektor riil (Tambunan, 2009). Koperasi
juga membantu pengembangan usaha anggotanya melalui pelatihan, penyediaan alat
produksi, dan akses ke pasar yang secara tidak langsung menguatkan aktivitas investasi.
Meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha dapat dilakukan melalui koperasi yang
memberdayakan anggotanya (Sudarsono, 2010).

Walau begitu fungsi koperasi dalam aktivitas investasi belum berjalan secara
maksimal. Salah satu tantangan utama adalah tidak adanya regulasi hukum yang secara
khusus mengatur cara investasi oleh koperasi. Regulasi yang ada masih bersifat umum dan
belum memberikan kepastian hukum yang cukup bagi koperasi dalam melaksanakan
kegiatan investasi. Situasi ini bisa menyebabkan ketidakpastian dan berpotensi
menghalangi pengembangan koperasi sebagai alat investasi (Yeti, him. 390). Ketiadaan
regulasi tertentu dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam aktivitas ekonomi
(Hart, 1994).

Di samping itu terdapat juga tantangan berupa ketidakselarasan regulasi dan
rendahnya pengelolaan koperasi. Banyak koperasi yang tidak memiliki sistem manajemen
yang profesional, sehingga berisiko menyebabkan penyimpangan dalam pengelolaan dana
investasi. Pengelolaan yang buruk juga merupakan salah satu faktor utama penyebab
kegagalan koperasi (Baswir, 2013). Sebaliknya, perlindungan hukum untuk anggota
koperasi sebagai pemilik modal juga belum mencapai tingkat optimal, sehingga dapat
mengakibatkan risiko kerugian bagi anggota. Perlindungan hukum bagi anggota koperasi
sangat diperlukan untuk memastikan keamanan investasi yang dilakukan (Fuady, 2014)
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Kendala lain adalah terbatasnya akses koperasi terhadap sumber pendanaan
eksternal. Peraturan yang berlaku masih belum sepenuhnya mempermudah koperasi
dalam mengakses institusi keuangan lainnya, sehingga kemampuan investasi koperasi
terbatas. Akses ke sumber pendanaan menjadi aspek krusial dalam pertumbuhan usaha
koperasi (Kasmir, 2012). Hal menunjukkan bahwa peran koperasi dalam kegiatan investasi
masih menemui kendala dari sisi regulasi serta pelaksanaan, serta keberhasilan koperasi
dalam melaksanakan fungsi ekonominya sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah
(Mubyarto, 2002).

Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa regulasi hukum
mengenai investasi dan koperasi dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya sudah
mempunyai dasar normatif yang cukup solid, tetapi masih menghadapi banyak kendala
dalam pelaksanaannya, seperti ketidakharmonisan regulasi, ketidakpastian hukum, dan
pengaturan investasi oleh koperasi yang belum optimal. Sebaliknya, koperasi memiliki
dampak strategis sebagai alat ekonomi rakyat yang dapat mengumpulkan dan mengatur
dana masyarakat serta memperluas akses pendanaan bagi pelaku usaha, terutama UMKM,
sehingga berpotensi besar dalam mendorong perkembangan ekonomi nasional. Namun,
potensi itu belum dimanfaatkan sepenuhnya karena adanya keterbatasan regulasi yang
khusus, lemahnya pengelolaan, dan perlindungan hukum yang belum optimal untuk para
anggota koperasi. Sebab itu, secara praktis dibutuhkan tindakan nyata berupa harmonisasi
dan pembaruan regulasi yang khusus mengatur mekanisme investasi oleh koperasi agar
menciptakan kepastian hukum, serta dilengkapi dengan peningkatan kapasitas
kelembagaan melalui pembinaan, pelatihan, dan penguatan prinsip tata kelola yang
profesional, transparan, dan akuntabel. Selain itu, pemerintah harus memperluas akses
pembiayaan serta merumuskan kebijakan yang mendukung integrasi koperasi ke dalam
sistem investasi nasional. Untuk penelitian berikutnya, disarankan agar dilakukan studi
yang lebih mendetail dan empiris tentang model regulasi investasi koperasi yang optimal,
termasuk perbandingan dengan negara lain serta analisis keefektifan pelaksanaan
kebijakan yang ada, agar dapat memberikan kontribusi yang lebih menyeluruh bagi
pengembangan hukum dan praktik koperasi di Indonesia.
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